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PERATURA~ ~UPAn NJAS SELATAN 
. . NOMOi I?, TAHUN 2011 

JENTANG 

URAIAN TUGAS POKOK DAN Fll~GSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAr DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

. . I: (DPRD) . 
KABUP l'EN NIAS SELATAN 

. DENGAN RAHM :I' TUHAN Y~NG MAHA ESA 

BUP~ NIAS SELATAN, 

a. bahwa ~ng4 .. Daerah adalah. Organlsasi atau Lembaga 
Pemerlntah Daerf yang bertanggungja~ab kepada Kepala -~aera~ 
dalam rangka ~nyelenggaraan Pemenntahan yang terdm dan 
Sekretarlat Dae[~h, Sekretariat DPRD, Dlnas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, ~ecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan 
Daerah; j 

b. bahwa berdasa~an Peraturan · Daerah Kabupaten Nias Selatan . 
Nomor. 03 Tahu~ ~011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupa1n Nias Selatan perlu disesualkan tugas pokok dan 
fungsinya; · 

c. bahwa berdasa~~n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan hu[t;rr b, perlu menetapkan Uraian Tugas Pokok dan 
Fungsi Satuan ferja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat 
Dewan Perwakilari Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan. 

1. · Undang-Undang I ~omor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun ~974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran 

. Negara Republik; Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negar jRepublik Indonesia Nomor 3890); · 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Neg ita Republik Indonensia Tahun 2003 Nomor ~47, 
Tambahan Lem ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. . Undang-Undang j Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara {Lemba~li Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
05, Tambahan ~n:tbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Peru dang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahury • 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone~" Nomor 4389); 

5. · Undang-Undang \ ~omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Le_mbat;n · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan ~embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaima. na telrh diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
59, Tambahan ~":'baran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan anta~~: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Neg~r~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembarpn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

. I . 
7. Peraturan Pemett~tah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu~ .1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara · 
Republik Indonesia: Nomor 3547); 

8. Peraturan Pemerii~tah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan P~~gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 
Tambahan Lembcfr~n Negara Republik Indonesia Nomor 4593); · 

9. Peraturan Peme~ntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerinrhan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan P~;enntahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

. Lembaran Nega P.epubllk Indonesia Nomor 4737); ·. 
10. Peraturan Pemef tah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daera I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, · ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); i · · . I 

11. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun · 2011 
tentang PengeJ!ian Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan 
Pengesahan Pen~~ngkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera 
Utara; I . 

12. Keputusan Ment~ri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 
tentang Pengesa~an Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan 
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I Pasal 3 
Peraturan ini mulai berlaku pada tangg, I diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuln ., memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Nias Selatan lni dengan penempatann · : dalam Berita Daerah ·Kabupaten Nias Selatan. · 

Pasal2 
Dengan berlakunya Peraturan inf, m ka segala ketentuan dibawah atau setingkat yang 

.-'-· bertentangan dengan peraturan ini din : takan tidak berlaku. 
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Pengesahan Pet1 ,angkatan. Wakil Bupati Nlas Selatan Provins! 
Sumatera Utara; · . . 

13. Peraturan Daera ·: Kabupaten. Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Anggaran: Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Selatan Tahun ~ggaran 2011; · 

14. Peraturan Daerar• Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Organi~Si dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Nias ~Iatan; ·. 

15. Peraturan Bupat!i : Nias Selatan . Nomor 05 Tahun 2010 tentang 
· Pedoman Tata ~~skah · Dinas di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 

Nlas Selatan; I 
16. Peraturan Bupatii: Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Ang~aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Selatan TahLn Anggaran 2011. 

I . . 

. MEt!UTUSKAN: · 

Menetapkan PERATURAN BUJl~n .NIAS SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS 
POKOK DAN FU~GSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
UNGKUNGAN Sr~~RIAT DEWAN PERWAKILAN · RAKYAT 
DAERAH (DPRD). l(ABUPATEN NIAS SELATAN. . . 

. Pasal 1 · 
Uralan Tugas Pokok dan Fungsi Satua~ iKerja Perangkat Daerah di Ungkungan Sekretariat 
DPRD Kabupaten Nias Selatan sebaga1njlana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah 
lni, dan merupakan·bagian yang tidak erpisahkan dari peraturan ini. 


